
BUPATI PESISm BARAT 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 
NOMOR 8 TAHUN 2013
 

TENTANG
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2014
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI PESlSIR BARAT,
 

Menimbang:	 bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nemer- 22 
Tahun 2012 ten tang Pembentukan Kabupaten Pesisir Bar-at Provinsl Lampung 

dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
Penjabat Bupati Pesisir Barat berkewajiban melakukan penatausahaan 
keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ten tang Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

2.	 Vndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

4.	 Vndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Vndang-Vndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negar-a [Lernbe r an Nega r-a 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemer-intahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan 
diu bah beberapa kali terakhir dengan Vndang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriruahan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438j; 



9.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 II 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

II.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 231, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5364); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahuri 2005 tentang Sis tern lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 
138, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) 
se bagairnana te lah diu bah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahuri 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pe ngawusan alas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45931; 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Jnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 46141; 

17.	 Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pernerintahari (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I0 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18.	 Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 52721; 

19.	 Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalarn Negeri Namor 21 Tahun 
2011lBenta Negara Tahun 2011 No-nor 310); 

20 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tah un 20 II teritang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dar! Anggaran 
Pe ndapatan dan Belanja Daerah (Her-ita Negara Republik Indonesia Tahun 
20 II Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 540); 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6901; 

22.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat [Lernbaran Daerah Kabupateri 
Lampung Bar-at Tahun 2011 Nomor II; 

23.	 Pera.turan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 teritang 
Restribusi Jasa Umum Kabupaten Larnpung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nornor 3 J; 



24.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
.Jasa Vsaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 
Nornor 4); 

25.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Restribusi Perizinan Tertentu [Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2012 Nomor 5); 

26.	 Peraturan Bupai i Pesisir Bar-at Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Bara t (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2013 Nomor 2); 

27.	 Surat Menteri Dalam Negeri Nornor 061/2156/SJ tangga. 26 April 2013 
Peri hal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPAT] TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

1. Pendapatan Daerah 
2 Belanja Daerah 

Surplus/(Defisit) 

2014 sebagai berikut: 

. Rp 323.870.107.806,00 
EQ.... 323.570.107.806.00 
Rp 300.000.000,00 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Perierimaan 
b. Perigeluaran 

.. Rp 
Rp 

200.000.000,00 
500.000.000,001 

Pernbiayaan Netto .	 [300.000.000,00)..... "R,.p'--_-'-"-~"""'===<J. 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tanun Berkenaan Rp 

Pasal2 

11) Pend apatan Daerah se bagairnana dimaksud dalam Pasa l 1 terdiri dari : 

a Peridapatan Asli Daerah . Rp 2.562.294.417,00 
b. Dana perirnoangan	 Rp 251.411.225.957,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah .....	 Rp 69.896.587.432,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pajak daerah	 . Rp 1.407.226.612,00 
b. Retribu si daerah " " .	 Rp 920.067.805,00 
c. Ha sil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	 Rp 235.000.000,00 

(3) Dana perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat ill huruf b terdiri dat-i jenis 
pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak . .... Rp 17.827.108.957,00 
b. Dana Aloka si Umum ....	 Rp 227.314.157.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus	 Rp 6.269.960.000,00 

i4, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
dari jenis peridapatan: 
a. Hibah .. Rp 10.000.000.000,00 
b. Dana darurat . Rp 
Co Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi . . Rp 20.200.662.432,00 
d. Dana Periyesuaian dan Otonomi Khusu s " " . Rp 39.695.925.000,00 
e. Barituan keuangan dart provinsi atau dari pernerintah daerah 

lainnya Rp 



Pasa13 
(I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung .. . Rp 202.456.677.586,00 
b. Belanja Langsung . Rp 121.113.430.220,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja pegawai ., . Rp 185.647.956.561,00 
b. Belanja bunga . Rp 
c. Belanja subsidi Rp 
d. Belanja hibah Rp 
e. Belanja bantuan sosial Rp 2.663.427.700,00 
f. Belanja bagi hasil .. Rp 220.729.500.00 
g. Belanja barituan keuangan Rp 13.371.638.100,00 
h. Belanja tidak terduga Rp 552.925.725,00 

(31 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) h uruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja pegawai Rp 10.447.918.000,00 

b. Belanja bararig dan jasa Rp 41.036.386.620.00 

c. Belanja Modal................................... Rp 69.629.125.600.00
 

Pa.al4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari : 

a. Penerimaan .. Rp 200.000.000,00 
b. Pengeluaran .. Rp 500.000.000,00 

(2) Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhit ungan Tahun Anggaran sebelumnya (siLPAI . Rp 200.000.000,00 
b. Pencairan dana cadangan Rp 
c. Hasil penjualan kekayaari daerah yang dipisahkan Rp 
d. Penerimaan pinjarnan daerah , "........ . , .. Rp
 
e. Penerirnaan kembali pemberian pinjaman Rp 
f. Penerimaan daeran piu tang Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan: 

a. Pernbentukan dana cadangan . Rp 
b. Penyertaan modal (investasij pemerintah daerah . Rp 500.000.000,00 
c. Pembayaran pokok utang . .. .. Rp 
d. Pemberian pinjarnan daerah .. Rp 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam
 
Pasal I, tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 

Lampirari I Ringkasan APBD;
 
Larnpiran Il Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
 

Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pernerintahan dacrah, organisasi SKPD,
 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran IV Rekapitulasi belanja rne nuru t urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, 
program, dan kegiatan; 

Lampiran V Rekapitu lasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daer-ah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: 

Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan:
 
Lampiran VIl Oaftar piutang daerah;
 
Lampiran vin Oaftar periyertaan modal (investasi] d aera.h ;
 
Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 
Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun ariggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini;
 
Lamptran XII Defter dana cadangan daerah ; dan
 
Lampiran Xlll Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
 



Pasa16 
Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalarn peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
peruridang - undangan. 

Pasa17 

Peraturan Bupati in; mula, berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
pe nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Peaisir Barat. 

~:::=:::;;l:li:tt!..pkan di Krui 
23 Desember 2013gal 

1 PESISIR BARAT, 

ERLANI 

Diundangkan di Krui 
pada ta al 23 Desember 2013 

SOBRI 

L BAiN DAERAH KABVPATEN PESlSIR BARAT TAHVN 2013 NOMOR 8 
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